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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai syarat untuk 

menyelesaikan program studi D3 Kesekretariatan dan memperoleh gelar Ahli 

Madya serta memberikan kesempatan langsung untuk lebih memahami tentang 

dunia kerja.  

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan & Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kabupaten Jember. 

DPPPAKB adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok/utama 

melaksanankan penyusunan dan pelaksana kebijakan daerah dalam bidang 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk keluarga 

berencana. DPPPAKB Kabupaten Jember memiliki tugas dan tanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi perempuan dan 

anak. 

KDRT dan kekerasan seksual merupakan isu yang sangat serius dan 

membutuhkan penanganan yang cepat, tepat, dan efektif. Oleh karena itu, standar 

penanganan yang diterapkan oleh DPPPAKB Kabupaten Jember menjadi faktor 

penting dalam keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan terkait 

perempuan dan anak. KDRT dan kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan 

trauma fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Oleh 

karena itu, diperlukan adanya penanganan yang komprehensif dan mampu 

mendukung korban secara keseluruhan dalam proses pemulihan. 

Dalam laporan PKN ini fokus akan diarahkan pada pemahaman tentang 

standar penanganan yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (UPTD PPA) DPPPAKB 

Kabupaten Jember dalam menangani kasus KDRT dan kekerasan seksual. 

Laporan ini akan menggali lebih dalam tentang mekanisme penanganan kasus, 

serta efektivitas dan efisiensi dalam menangani sebuah kasus KDRT dan 

kekerasan Seksual. Selain itu, laporan ini juga akan mengidentifikasi kendala 

yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan rekomendasi 

untuk perbaikan di masa mendatang. 
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1.2 Fokus PKN 

Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan di UPTD PPA Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Jl. 

Dewi Sartika No.21, Kampungtengah, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, 

Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dilaksanakan selama 3 bulan atau total 

keseluruhan yakni 450 jam, dimulai tanggal 19 Februari 2024 – 31 Mei 2024. 

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dengan jam kerja yang ditentukan oleh 

UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga 

Berencana Kabupaten yaitu Senin sampai Jumat jam 08.00–16.00. Rincian 

kegiatan PKN dapat dilihat pada lampiran 4. 

1.3 Tujuan PKN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan praktik kerja nyata, 

meliputi: 

1. Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman praktis tentang 

penanganan kasus KDRT dan kekerasan seksual di UPTD PPA DPPPAKB 

Kabupaten Jember. 

2. Untuk membantu penanganan kasus KDRT dan kekerasan seksual di 

UPTD PPA DPPPAKB Kabupaten Jember. 

3. Untuk mengidentifikasi permasalahan penanganan kasus KDRT dan 

Kekerasan Seksual di UPTD PPA DPPPAKB Kabupaten Jember dan 

solusinya. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Standar 

Berdasarkan PP NO.11 TAHUN (2019). Standar adalah persyaratan teknis 

atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang semua disusun 

berdasarkan konsensus pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait, 

dengan memperhatikan syarat keselamatan, lingkungan hidup, keamanan, 

kesehatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta 

perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar- 

besarnya. 

2.2 Pengertian Standar Penanganan 

Menurut A. Nasyran, (2019) penanganan berasal dari kata tangan. 

Penanganan memiliki arti, menentukan tindakan yang dilakukan untuk melakukan 

suatu tujuan. Sedangkan menurut Sidiq, (2019) penanganan juga dapat berarti 

suatu proses, cara, tindakan untuk mengatasi suatu kejadian yang dialami. Maka 

dari itu, dapat disimpulkan bahwa standar penanganan adalah suatu batas minimal 

atau batasan tertentu yang dijalankan untuk menangani suatu kasus atau 

permasalahan dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan (Saraswati dkk, 

2022). 

2.3 Pengertian KDRT dan Kekerasan Seksual 

Berdasarkan UU NO.23 TAHUN (2004) kekerasan dalam rumah tangga 

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 

penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 

rumah tangga. Menurut Wiyos dkk. (2023) KDRT dapat terjadi karena lemahnya 

kemampuan adaptasi anggota keluarga, sehingga anggota keluarga yang memiliki 

kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak semena-mena terhadap anggota 

keluarga lainnya. Hal ini dapat terefleksikan dari kasus KDRT yang lebih sering 

dilakukan oleh suami terhadap istri atau orang tua kepada anaknya (Kusumawati 

2024). Sedangkan menurut Sriwidodo (2021) KDRT merujuk pada tindakan 

kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, yang bisa dilakukan baik 
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oleh suami maupun istri yang tidak sebatas masalah sehari-hari seperti 

perbedaan pendapat atau pertengkaran singkat, tetapi merupakan kekerasan yang 

lebih serius. 

Dampak negatif dari KDRT tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga 

oleh anak-anak yang terlibat dalam situasi tersebut. Anak-anak ini dapat mengalami 

dampak yang serius seperti rasa takut dan stres, yang pada dasarnya berdampak 

negatif pada kesejahteraan mental anak (Nurfaizah 2023). Dalam hal ini anak 

menjadi korban secara tidak langsung, yang juga disebut sebagai korban laten atau 

korban tersembunyi (Yusnita 2018). Menurut (Asy’ari 2021) KDRT juga 

berdampak pada anak baik secara fisik maupun emosional, yang mengakibatkan 

kerugian nyata terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh 

kembang anak. 

Kekerasan seksual menurut Sari dkk. (2022) menjelaskan, pelecehan 

seksual tindakan yang tidak diinginkan, mengganggu, dan sering kali 

merendahkan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan unsur- 

unsur seksual. Wartoyo dkk, (2023) mengatakan kekerasan seksual terjadi ketika 

seorang korban mengalami penyalahgunaan atau perlakuan seksual, baik melalui 

siksaan langsung atau keterlibatan dalam aktivitas seksual yang dimaksudkan untuk 

tujuan memuaskan nafsu seksualnya pada korban. Menurut R.Tandiarak dkk. 

(2019) kekerasan seksual juga dapat melibatkan eksploitasi terhadap perbedaan 

usia atau kedewasaan, penyalahgunaan posisi kekuasaan, atau penggunaan 

paksaan, ancaman, atau manipulasi lainnya untuk memaksa korban melakukan 

atau menerima tindakan seksual. Kekerasan seksual bisa menimpa siapapun dan 

kapanpun. Masalah ini sering terjadi di berbagai lingkungan, termasuk dalam 

keluarga, di lingkungan akademik, di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, dan 

bahkan diantara teman sebaya. Korban yang mengalami kekerasan seksual 

mengalami dampak psikologis serius, termasuk penarikan diri, ketakutan, emosi 

yang tidak stabil, depresi, kecemasan, gangguan tidur, fobia, trauma, rasa tidak 

berharga, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan (Maritza 2023). 



 

   

 

BAB 3.  GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1 Sejarah DPPPAKB Kabupaten Jember 

Berdasarkan perda tahun 2003, tentang Undang-undang yang membahas 

tentang otonomi daerah menyatakan bahwa seluruh OPD di Kabupaten/Kota atau 

Provinsi yang memiliki kewenangan untuk beralih ke Pemerintahan Provinsi/Kota 

wajib bergabung. BKKBN resmi bergabung dengan BAPENDUKCAPIL pada 

tahun 2005. Kemudian menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak & Keluarga Berencana (BPPPAKB) pada tahun 2009. Di tahun 2015 

BPPPAKB berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Aank 

& Keluarga Berencana (DPPPAKB) dan menjadi posisi struktural organisasi. 

Kemudian terjadi beberapa perubahan menjadi DPPA dipecah menjadi bidang 

Perlindungan Perempuan (PP) dan bidang Perlindungan Anak (PA) sesuai dengan 

peraturan pemerintah. Perubahan selanjutnya mengenai PLKB penyuluh yang 

pada saat itu BKKBN dan BAPENDUKCAPIL memiliki PLKB di wilayah 

Kecamatan/Desa, namun pada tahun 2016 PLKB menjadi pegawai pusat dimana 

gaji/aturan lainnya menganut pusat 

DPPPAKB Kabupaten Jember merupakan salah satu OPD di pemerinyahan 

kabupaten Jember yang mendukung pencapaian visi & misi dari pembangunan 

pemerintahan Kabupaten Jember yakni ”Terwujudnya Masyarakat Jember Yang 

Kreatif, Sejahtera, Agamis, dan Bermartabat” 

3.2 Visi dan Misi DPPPAKB Kabupaten Jember 

1. Visi DPPPAKB Kabupaten Jember yaitu melaksanakan tugas dan urusan 

dari pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di bidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

2. Misi 

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. 

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak serta di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana. 
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c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak serta di Bidang Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana. 

d. Pelaksanaan administrasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak serta di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana. 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsi serta tugas pembantuan. 

3.3 Struktur Organisasi dan Gambaran Tugas  

3.3.1 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 3. 1 Struktur organisasi DPPPAKB Kabupaten Jember 

      Data: Rencana Strategis DPPPAKB, 2024 

 

3.3.2 Gambaran Tugas UPTD PPA DPPPAKB Kabupaten Jember  

Berdasarkan struktur organisasi DPPPAKB diatas UPTD PPA berada di 

bawah naungan DPPPAKB. UPTD PPA memiliki susunan sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat  

c. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 

d. Kelompok Jabatan Fungsional 

e. Kelompok Staf Pengelola Bidang 



7 

 

 

 

Berdasarkan struktur organisasi, terdapat gambaran tugas dari UPTD PPA 

DPPPAKB Kabupaten Jember Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak yang mencakup: 

a. Bidang Pemberdayaan Perempuan 

Bidang pemberdayaan perempuan bertugas untuk merencanakan, 

melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan dibidang 

pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta tugas lain yang diberikan 

oleh dinas. Dalam bidang pemberdayaan perempuan biasanya juga 

menyediakan layanan konseling dan pengaduan bagi perempuan yang 

menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual. 

Dalam proses penanganan korban KDRT dan kekerasan seksual bidang 

pemberdayaan perempuan juga melakukan pendampingan baik 

pendampingan hukum maupun pendampingan ke psikolog dan psikiatri 

sampai pendampingan di meja persidangan. Tidak hanya saat penanganan 

kasus bidang pemberdayaan perempuan juga melakukan sosialisasi ke 

kecamatan/ desa. 

b. Bidang Perlindungan Anak 

Bidang perlindungan anak mempunyai tugas yang hampir samaa dengan 

bidang permberdayaan perempuan seperti pemenuhan hak dan peningkatan 

kualitas hidup anak. Pendampingan psikologi dan psikiatri, pendampingan 

hukum, pendampingan persidangan, layanan konseling, pengaduan kekerasan 

seksual ataupun kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban. Dalam 

tugasnya bidang perlindungan anak hampir sama dengan bidang 

pemberdayaan perempuan karena pada dasarnya para pendamping korban 

kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual adalah sama namun 

cara penanganan nya saja yang berbeda. Bidang perlindungan anak juga 

melakukan sosialisasi ke sekolah- sekolah. 
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BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kegiatan Utama Selama Magang 

Selama praktek kerja nyata, hasil yang telah dipahami oleh penulis 

mengenai standar penanganan kasus KDRT dan kekerasan seksual oleh UPTD 

PPA Kabupaten Jember meliputi:  

4.1.1 Alur Penanganan 

Gambar 4. 1 Alur penanganan kasus di UPTD PPA Kabupaten Jember 

 

4.4.2 Standar Penanganan 

a. Penerimaan Pengaduan 

Dalam proses penerimaan pengaduan, UPTD PPA Kabupaten Jember 

menggunakan sistem peneriman pengaduan yang terstruktur dengan beberapa 

pilihan pengaduan seperti: 

1) Pengaduan langsung ke kantor UPTD PPA 

Dengan datang langsung ke kantor masyarakat dapat klarifikasi langsung 

dengan pendamping tentang kasus yang sedang terjadi. Masyarakat dapat 

menceritakan kejadian yang dialami seperti bagaimana kejadian bisa 

terjadi, siapa pelakunya, serta bagaimana kondisi korban pasca kejadian 

terjadi. Saat datang langsung ke kantor masyarakat yang melakukan 

pengaduan akan ditempatkan di ruang khusus untuk menjaga privasi 

korban/ pelapor, biasanya hanya didampingi oleh kepala UPTD PPA dan 1 

pendamping.

 

Penerimaan Pengaduan 

Proses Assessment 

Pendampingan Tenaga Ahli & Visum 

Pendampingan Hukum & Lembaga 
terkait 
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2) Melalui Media Sosial 

UPTD PPA Kabupaten Jember juga memiliki akses pengaduan melalui 

media sosial seperti Instagram dengan akun @uptd_ppajember21 dan 

melalui Whatsapp di nomor 081138808800. Masyarakat dapat 

menceritakan kejadian yang dialaminya melalui chat, biasanya 

pendamping akan mengirimkan template yang berisi keterangan tentang 

nama pelapor, tempat & tanggal lahir, alamat pelapor dan terlapor, jenis 

kasus yang dialami, kapan kejadian terjadi, nama dan ciri-ciri terlapor, 

serta dimana kejadian tersebut terjadi. Setelah itu pendamping akan 

memberikan jadwal pertemuan di kantor UPTD PPA Kabupaten Jember 

untuk dapat menceritakan kejadian yang dialami secara langsung serta 

 Gambar 4. 2 Pengaduan di kantor UPTD PPA Kabupaten Jember 

     Sumber: UPTD PPA Jember, 2024 

Gambar 4. 3 Profil Instagram 

    Sumber: UPTD PPA Jember, 2024 
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mengisi formular pengaduan.  

3) Melalui Aplikasi OTS (One Touch Service) 

Aplikasi One Touch Service merupakan aplikasi yang dibuat khusus oleh 

DPPPAKB untuk masyarakat melakukan pengaduan. Aplikasi ini dapat di 

unduh oleh masyarakat melalui link yang sudah disediakan di Instagram 

@uptd_ppajember21 atau langsung melalui Playstore & Appsstore. Tata 

cara pengaduan melalui aplikasi OTS sama seperti pengaduan melalui 

Instagram dan Whatsapp. 

4) Rujukan  

UPTD PPA Kabupaten Jember juga menerima rujukan kasus yang sudah 

dilaporkan dan dilimpahkan kewenangannya ke UPTD PPA. Contohnya 

dari Dinas Sosial atau Polres yang mendapatkan laporan kasus kekerasan 

seksual, KDRT, penelantaran anak dan kasus kekerasan yang lain. 

Kemudian kasus tersebut dirujuk ke UPTD PPA yang bertanggung jawab 

memberikan perlindungan, pelayanan, dan mendapatkan pendampingan 

kepada korban serta melakukan upaya – upaya hukum sesuai. 

b. Proses Assessment  

1) Saat melakukan assessment pendamping UPTD PPA akan melakukan 

wawancara dengan korban, pendamping akan menganalisis berdasarkan 

informasi yang didapat dari wawancara dan mengevaluasi beberapa faktor 

seperti kondisi fisik, mental korban, dan kebutuhan lain. Maksudnya jika 

korban mendapat ancaman dari pelaku dan pelaku tersebut salah satu dari 

keluarga yang satu atap/serumah dengan korban sehingga korban butuh 

tempat aman. Maka dari itu pendamping akan berkordinasi dengan kepala 

UPTD PPA dan staff untuk menyediakan rumah aman untuk sementara 

waktu di kantor UPTD PPA dengan jangka waktu maksimal 7 hari. 

2) Pengisian formulir 

Korban diminta mengisi formulir data diri yang berisikan informasi seperti 

nama korban, alamat, tempat/tanggal lahir, nama pelaku, dan informasi 

lain yang berkaitan dengan pelacakan kasus. pada lembar terakhir formulir 

juga terdapat surat keterangan ketersediaan korban untuk pendampingan 

lebih lanjut. 
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c. Pendampingan Tenaga Ahli dan Visum 

Masyarakat atau korban akan mendapatkan pendampingan ke tenaga ahli seperti 

pendampingan visum, psikiatri, psikolog, serta pendampingan lain yang 

membantu korban dalam mengatasi dampak fisik dan psikologi yang dialami. 

Biasanya saat pendampingan ke psikolog UPTD PPA akan menjemput korban 

dan mengantar korban menuju tenaga ahli, namun pada kondisi tertentu UPTD 

PPA akan membawa tenaga ahli dan memberikan pendampingan psikolog 

langsung ke rumah korban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 Pendampingan Psikolog Langsung Kerumah Korban 

Sumber : UPTD PPA Jember, 2024 

 Gambar 4. 6 Pendampingan Visum di RS SOEBANDI 

  Sumber: Penulis, 2024 

Gambar 4. 4 Assessment dan pengisian formular 

 Sumber: UPTD PPA Jember, 2024 
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d. Pendampingan Hukum 

1) Penyelidikan, Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui 

kasus tersebut benar terjadi serta mencari tahu kronologi kejadian 

2) Penyidikan, Proses penyidikan biasanya dilakukan dengan standar 

penanganan kasus atau prosedur yang telah ditetapkan dengan tujuan 

untuk menggali informasi tentang pelaku 

3) Persidangan, Dalam proses persidangan bertujuan untuk melakukan 

pengadilan yang dilaporkan oleh korban serta mengungkap fakta dan 

penetapan hukuman terhadap pelaku  

 

 

 

 

Gambar 4. 8 Pendampingan ke Polres Jember 

Sumber: UPTD PPA, 2024 

Gambar 4. 7 Pendampingan Sidang di Pengadilan Negeri Jember 

     Sumber: Penulis, 2024 
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4.1.3 Identifikasi Masalah dan Solusi 

Secara prosedur Standar Penanganan di UPTD PPA Kabupaten Jember 

dalam menangani kasus Kekerasan Seksual  dan KDRT sejauh ini  sudah baik dan 

terorganisir, meskipun masih banyak kendala dalam implementasinya. Beberapa 

kendala yang dialami meliputi: 

a. Identifikasi Masalah 

1) Sumber Daya Manusia yang kurang 

 UPTD PPA Kabupaten Jember sebenarnya memiliki banyak SDM, kepala 

UPTD PPA, 2 orang Pendamping dan 3 orang staff. Namun pada 

kenyataannya, hanya kepala UPTD dan 2 orang pendamping yang 

menangani semua tugas atau kasus mulai dari penerimaan pelaporan kasus, 

pendapingan korban, penyusunan laporan bulanan dan tahunan serta 

administrasi. Hal ini dikarenakan UPTD PPA melayani kasus kekerasan 

seksual dan kdrt perempuan dan anak, jika pendampingan korban 

didampingi oleh laki-laki korban akan merasa tidak nyaman dan korban 

akan kurang terbuka saat memberikan infomasi dari kejadian yang 

dialaminya. Selain itu, 3 staff laki-laki tersebut merupakan anggota baru 

dari UPTD PPA Kabupaten Jember. 1 staff merupakan pindahan dari 

bagian Penyuluh KB DPPPAKB Kabupaten Jember, serta 2 staff yang lain 

merupakan pindahan dari Dinas lain yang mengalami mutasi ke 

DPPPAKB Kabupaten Jember dan tidak sesuai dengan keahlian mereka. 

2) Anggaran Biaya Yang Terbatas 

Anggaran yang diberikan untuk operasional UPTD PPA sangat terbatas. 

Dikarenakan pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran 

sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, hal ini menjadikan UPTD PPA 

harus bersaing dengan bidang lain untuk mendapatkan alokasi anggaran 

yang memadai untuk operasional. Anggaran biaya ini digunakan untuk 

menyediakan makanan bagi korban yang tinggal sementara dirumah aman 

atau shalter, renovasi bangunan, serta kebutuhan korban lainnya. UPTD 

PPA juga perlu mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur teknologi 

seperti laptop dan komputer hal ini berguna untuk meningkatkan efisiensi 

pekerjaan 
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3) Fasilitas Kurang Memadai 

Fasilitas yang kurang memadai di UPTD PPA Kabupaten Jember 

disebabkan karena anggaran yang diberikan untuk UPTD PPA sangat 

terbatas. menyebabkan produktivitas staff dan kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada pihak yang dilayani menjadi tidak maksimal. Dalam 

kantor UPTD PPA hanya memiliki satu komputer yang ditempatkan di 

meja Kepala UPTD, sedangkan staff yang lain masih menggunakan laptop 

pribadi untuk keperluan administrasi dan layanan. Letak Kantor Yang Sulit 

Ditemui 

UPTD PPA Kabupten Jember berlokasi di Jl. Dewi Sartika No 21 atau 

depan SMPN 1 Kabupaten Jember, hal ini menyebabkan masyarakat 

kesulitan menemukan kantor karena lokasinya yang masuk ke gang kecil 

dan jarang dilalui oleh masyarakat. Banyak masyarakat atau korban yang 

langsung ke kantor pusat DPPPAKB untuk melaporkan persoalan atau 

pengaduan kasus dikarenakan berlokasi di JL Jawa No 51 dimana lokasi 

ini mudah ditemui dan sering dilewati oleh masyarakat Kabupaten Jember. 

b. Solusi 

1) Mengoptimalkan penggunaan SDM yang ada, meskipun jumlahnya 

terbatas tapi memastikan mereka mendapatakan pelatihan berkala untuk 

meningkatkan keterampilan dalam penanganan korban.  

2) Meningkatkan advokasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan 

alokasi anggaran yang diperlukan. 

3) Perbaikan fasilitas kantor seperti komputer, meja, dan kursi yang memadai 

perlu diusulkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi 

kerja staff UPTD PPA Kabupaten Jember. 

4) Perlu untuk mempertimbangkan pemindahan lokasi kantor UPTD PPA 

Kabupaten Jember menjadi lebih strategis atau lebih meningkatkan 

sosialisasi agar masyarakat lebih mengetahui letak UPTD PPA Kabupaten 

Jember 
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4.2 Kegiatan Tambahan Selama Magang 

Dalam praktek kerja nyata berlangsung penulis juga mendapat kegiatan 

tambahan seperti: 

1. Mencatat Laporan Korban ke Buku Besar 

Pencatatan ini digunakan untuk arsip kantor juga unuk mengidentifikasi 

jenis kasus dimana informasi yang diberikan terkait dengan korban dan 

pelaku seperti identitas korban dan pelaku, motif dan tindakan pelaku 

terhadap korban. Laporan ini diambil dari berkas assessment. 

2. Sosialisasi 

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi terhadap 

masyarakat khususnya pada perempuan dan anak tentang kekerasan 

seksual maupun kdrt untuk tidak takut melapor jika mengalami kejadian 

tersebut. Serta memberikan informasi bahwasannya UPTD PPA Kabupaten 

Jember akan memfasilitasi pendampingan korban KDRT maupun 

kekerasan seksual mulai dari awal pengaduan sampai proses hukum dan 

persidangan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 9 Penulisan laporan kasus ke buku besar 

Sumber: Penulis, 2024 

Gambar 4. 10 Sosialisasi di Kecamatan Bangsalsari & Tanggul 

Sumber: Penulis, 2024 
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3. Membuat Peta Data Kasus  

Dengan membuat peta data UPTD PPA Kabupaten Jember untuk 

mengetahui dan melaporkan jumlah kasus yang terjadi dan untuk mencari 

solusi bagaimana mengurangi angka kekerasan seksual dan KDRT di 

Kabupaten Jember. Peta data kasus ini mengambil data kasus KDRT atau 

kekerasan seksual selama satu bulan di beberapa kecamatan wilayah 

Kabuaten Jember. Kecamatan dengan warna hijau berkisar 1-5 kasus, 

kecamatan dengan warna kuning berkisar 6-9 kasus, sedangkan kecamatan 

dengan warna merah berkisar antara 10+ kasus 

Gambar 4. 11 Pembuatan peta data kasus 

Sumber: Penulis, 2024 
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BAB 5. KESIMPULAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan PKN di UPTD PPA DPPPAKB Kabupaten Jember 

yang telah dilaksanakan dari tanggal 19 Februari - 31 Mei 2014 dapat diambil 

kesimpulan:  

1. UPTD PPA Kabupaten Jember menerapkan standar penanganan dalam 

menangani kasus KDRT dan kekerasan seksual mulai dari proses 

pengaduan hingga tahap pendampingan hukum ataupun persidangan.  

2. Selama PKN, kegiatan utama adalah membantu penanganan kasus KDRT 

dan kekerasan seksual, dari awal proses pengaduan hingga pendampingan 

proses hukum selesai, sesuai dengan standar penangaan UPTD PPA 

Kabupaten Jember.  

3. Masalah yang ditemui pada UPTD PPA adalah SDM dan anggaran yang 

terbatas, fasilitas kantor yang kurang memadai, dan lokasi kantor yang 

kurang strategis. Solusi yang dapat dilakukan dengan memberikan 

pelatihan bagi staff baru agar lebih memahami proses penanganan kasus di 

UPTD PPA, mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk 

memperbaiki fasilitas kantor. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Foto Kegiatan
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Lampiran 2 Surat Tugas 
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Lampiran 3 SK Penerimaan PKN 
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Lampiran 4 Logbook PKN 
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Lampiran 5 Alokasi Kegiatan 
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Lampiran 6 Penilaian Supervisor PKN 
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Lampiran 7 Rencana Kegiatan Pembelajaran (RKP) 
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Lampiran 8 Absensi Magang 
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